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PROVINSI JAWA TENGAH

: PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 112 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TAT A KERJA\ DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- | | |
.DENVGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

,_ ' - BUPATI KARANGANYAR,
]

| Memmbang :  a.’ bahwa ‘urusan pemerlntahan bldang pemberdayaan .

masyarakat dan desa d1laksanakan oleh Dlnas'

|

' Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, '

b bahwa guna kelancaran dan ketert1ban penyelenggaraan' ‘
| Pe'merlntahan Daerah maka perlu d1atur struktur, tugas _ -
dan fung31 serta tata kerJa, |
c. ‘bahwa berdasarkan pertimbanganib 'sebagairﬁana
| dirjnaksud dalam huruf a dan huruf b, pefhi m’enetapkan :
: Peraturan Bupati tentang Kedudukan ‘Susunan
| Organlsa81 Tugas dan Fung51, serta Tata Kerja Dlnas

4 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

| »Mehgingét co 1L quang-Undang Nomor - 13 - Tahun 1950 tentang‘

Peirlbentukan Daerah daerah Kabupaten dalam ,b v
o Llngkungan Provinsi Jawa Tengah B . B »
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang -
‘Pemermtahan Daerah . (Lembaran Negara Repubhk :
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran -
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagalmana :

telah ,d1ub_ah beberapa kah terakhlr : dengan -



Undang-Undarig Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipfa
P KerJ\a (Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Tahun 2020
- Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Repubhk

\
Indones1a Nomor 6573)

3. Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
s Pera]ngkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indones1a ‘
| Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
RepL\lbhk Indonesia Nomor 5887) sebagalmana telah
dmbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun‘ 2019 _tentang Perubahan atas . Peraturan.
Pemgrintah Nomor 18 Tahtin 2016 "te’nvtang Perangkat‘
DaerLth (Lembaran Negara * Republik Indonesia
Tahun 20 19 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara |

|-

Repu\bhk Indones1a Nomor 6402)

4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
| Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
‘ Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran

: Daera\xh Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

5 ‘Nomo\r 67) sebagalmana telah diubah dengan Peraturan 8
~Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019

' ‘tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
rkKaranganyar Nvomor : 16 Tahun 20 16 tentang

Pembentukan  dan ,Su‘sunyan Perangkat  Daerah

Kabupaten Karanganiar : (Lembaran, Daerah Kabupaten -

ks ‘Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, ‘Tambahan
: Lerfibellran Daerah'Kabupatén Karanganyar Nomor 113);

: 0
{ MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN '
B ORGANIS:?SI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

o



BAB I

‘ KETENTUAN UMUM
|
1' ' B
| Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

- 10.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

' Pemermtah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

' penyelenggara Pemermtahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom. '

Bupa'u adalah Bupati Karanganyar.

: Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

‘pényelénggaraan‘ urusan 'pe'merintahan yang menjadi

, kewenangan Daerah.

Sekretans Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat
Daerah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah
yalng bertugas mengoordinasikan Perangkat Daerah.
Dinas Pemberdayaan Masyafakat dan Desa yang
se?lanjutnya disebut Dispermades adalah Perangkat '
Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan
biaang pemberdayaan fnasyarakat dan desa.

Kepala Dinas adalah leplnan dari Perangkat Daerah
Dlspermades

'Urut Pelaksana Tekms Dlnas yang selanjutnya disingkat

UPTD adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur
teknis penunJang tertentu Dispermades.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang

qurls1 fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

f@ngsional, yang berdasarkan pada keahlian dan -

| o
keterampilan tertentu.
|

Sl;,lbkoordinator, adalah pejabat fungsional Ahli Muda

vyang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta

pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam
suatu satuan kerja sebagaimana .diatur peraturan

pcrundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja

|

in‘stansi.

|
|
|




BABII
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

l
l

| ' Pasal2
| Dlspermades  dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada
Bupat1\ melalui Sekretaris Daerah.
|
: | ~Pasal3
(1) Sugunan organisasi Disperfnadés terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
- b. i‘.Q)ekretariat membawahkan;
\ 1. Subbagian Umum; dan
} 2. Kelompok Jabatan Fungsmnal
c. | Bidang Administrasi Pemerintahan Desa,
\ membawahkan Kelompok J abatan Fungsional;

d. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa,
| - membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. i Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Desa,

membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
f. ‘ UPTD dan

g Kelompok Jabatan Fungsmnal
(2) Bagan susunan organisasi D1spermades sebagmmana
tercantum dalam Lamp1ran yang merupakan baglan

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
|

|

| BAB III
| TUGAS DAN FUNGSI
| -
|
|
\

| Bagian Kesatu
‘ Kepala Dinas
| | \ y

| o Pasal 4 |
Kepalé. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintahan bldang pemberdayaan
masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan

tugas pembantuan yang d1tugaskan kepada Daerah.

|
|
I
|
|




Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 Kepala Dinas mempunyal fungsi:

a. perumusan kebijakan - teknis bidang administrasi
pemermtahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang
rnenjad1 kewenangan Pemermtah Daerah dan tugas
perbantuan yang ditugaskan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis di bldang administrasi
' peher1ntahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang
menjad1 kewenangan Pemenntah Daerah dan tugas
perbantuan yang ditugaskan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bldang

| adm1n1stras1 pemermtahan “dan  pemberdayaan
masyarakat desa yang menjach kewenangan Pemerlntah
Daerah dan tugas perbantuan yang dltugaskan

d. pe\laksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan
fuhgsinya.

| ,

:‘ . Bagian Kedua .
| - Sekretariat
| .
E
|

Pasal 6 .

(1) Sekretanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat ( 1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala
Dmas

(2) S?kretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah

-dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
\ . :
| ' '
| Pasal 7
Sekre;taris mempunyai -tugas melakuka_n perencanaan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian,

péma;ntauan, evaiuasi, pelaporan meliputi pembinaan
ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan,
kerja%ama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan
ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan
admiz?istrasi.
| S
? : Pasal 8
Dalarn melaksanakan tugas sebagaxmana d1maksud dalam
,Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

L .

! ‘
H
i




a. pengoordinasian kegiatan;

pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program

g kcrja

(R

(2)

pemblnaan dan pembcnan dukungan administrasi yang
mehputl ketatausahaan, kepegawaian,  hukum,
keuangan kerumahtanggaan, Kerjasama, hubungan
masyarakat arsip dan dokumentasi;

pengoordlnasmn tatalaksana;

.. pengoordlnasmn dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advoka31 hukum

pengoord1nas1an pelaksanaan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan

dokumentas1

penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan
Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
peiaksanéan mbnitoring, évaluasi dan pelaporan sesuai

dengan lingkup tugasnya; dan
o »

~pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
|
!

‘ | ' ‘ " Pasal 9 ,
éubbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam
v Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala
\Subbaglan yang berada dlbawah dan bertanggung
_]awab kepada Sekretaris.
Kepala Subbagian Umum sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas mempunya1 tugas penyiapan
bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,
ﬁemantauan_, evaluasi serta pelaporan meliputi
Iﬁembinaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan,
hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian,
kerumahtanggaan, kears1pan, kepegawa1an dan
pelayanan administrasi Dispermades.

i
|
|
.
L
|
|
|
\




Bagian Ketiga |
Bidang Administrasi Pemerintahan Desa .

{
‘ Pas'al 10
(1) Kei)ala Bidang A’dminiétrasi Pemerintahan Desa
mérupakan unsur pelaksana Administrasi Pemerintahan
Desa
(2) B1dang Adm1n1stras1 Pemenntahan Desa dipimpin oleh
Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.
o |
2 Pasal 11
,Kepal? Bidang Administrasi = Pemerintahan  Desa
‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2}
mempunya1 tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebl_]akan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan
" pelaporan di b1dang Admlmstras1 Pemermtahan Desa.
1 _
| | Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 11 Kepala Bidang Adm1mstras1 Pemermtahan Desa,
mempunya1 fungsi: -
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang
aﬁlminisUaSi pemerintahan desa dan perahgkat desa;
b. penylapan bahan pelaksanaan - kebijakan bidang
adm1mstras1 pemenntahan desa dan perangkat desa; |
c. peny1apan bahan evaluasi dan. pelaporan bidang
aé\lministrasi; pemerintahan desa dan perangkat desa;
d{fln _
d. pclalaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.
1 ‘
? Bagian Keempat
} Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
: L Pasal 13 |
(1) B}idang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa merupakan
unsur p¢1aksvana pengelolaan keuangan dan aset desa.
| o ;
\
|
|
\
\




/(2) B1d’ang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa d1p1mpmA

oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Dinas.

| .
: Pasal 14
Kepala' Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
'mempunyal tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan
pelaporan di bidang keuangan dan aset desa. -

| ,

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

\
|
|

Pasal 14, Kepala Bidang Pengelolaan Keuélngan dan Aset

Desa, mempunyau fungsi:

a. -penylapan bahan perumusan kebijakan bidang

perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan

desa serta pengelolaan aset desa;
b. penylapan bahan pelaksa.naan kebijakan bidang
| Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
c. penyiapan bahan evaluasi ‘dan pelaporan bidang
Perllgelolaan Keuangan dan Aset Desa; dan

d. - pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.
; Baglan Kelima ,

| Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

| ,

\

, Pasal 16 ‘ .

(1) Bldang Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan
unsur pelaksana pemberdayaan masyarakat desa

(2) Bxdang Pemberdayaan Masyarakat Desa: dipimpin oleh

Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.
‘1 Pasal 17 v
Kepale;l Bidang Pemberdayaan  Masyarakat Desa
sebag?imana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
' ‘mernptjinyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebljakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan
pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

i
|
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Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

\

Pasal 17 chala Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa, mempunya1 fungsi:

a.

()

2)

(3)

B
|
|
|

| : : )
pehyiapan bahan perumusan kebijakan bidang

pqmberdayaan masyarakat dan lembaga
kemasayarakatan dan adat istiadat desa, pengembangan
te}cnologi tepat guna, partiSipa‘-sli. masyaraka';, kerjasama
desa serta pengembangan sarana dan prasarana desa;

pe:nyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang
pemberdayaan masyarakat dan lembaga
kemasayarakatan dan adat istiadat desa, pengembangan
teknolog1 tepat guna, partisipasi masyarakat, kerjasama

\ : :
desa serta pengembangan sarana dan prasarana desa;

. pényi'apan bahan evaluasi dan pelaporan bidang

pémberdayaan masyarakat dan lembaga
kt‘emasayarakatan dan adat istiadat desa, pengembangan
teknolog1 tepat guna, parhs1pas1 masyarakat, kerjasama
desa serta pengembangan sarana dan prasarana desa;

dan

pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.
N

T - Bagian Keenam
| | . UPTD
i ' ' - Pasal 19
Untuk melaksanakan tugas teknis operasmnal dan/ atau

tugas teknis penunJang pada D1spermades dapat
dlbentuk UPTD.

UP’I‘D sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), dlpunpm
olch Kepala UPTD yang berada di bawah dan

: bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Ketentuan lebih lanjut mengena1 pembentukan UPTD
dlatur dengan Peraturan Bupat1 tersendiri.

\



, Pasal 25

Kepala Dinas membuat usulan analisis jabatan, peta

jab'ata‘n, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan, standar

kompétenSi jabatan kepada Bupati.
| | |

L  Pasal26 |

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Su[bbagian dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas
ml:nerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
siﬁkronisasi. , ' o

2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbaglan dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas
menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian,:
pémantaﬁan, evaluasi dan pel_aboran. :

(3) Kepéla Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbaglan dan Kepala UPTD melaksanakan Sistem
P‘engendahan Intern Pemerintah (SPIP).

| ~ Pasal27

KepajJa Dihas bertanggung  jawab = memimpin,

mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap

pelal;sanaan tugas bawahan. - |

| Pasal 28
Kepala Dinas melaksanakan pengawasan tugas bawahan
-dan‘ mengambil langkah-langkah yang dlperlukan sesuai

den%m ketentuan peraturan perundang-undangan.

I .
; Pasal 29

Kepala Dinas Wa_]lb menyampalkan laporan berkala tepat
pada waktunya.

‘ Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Dinas wajib
melakukan koord1na31 dengan Camat. '




BABV
’ . KETENTUAN PERALIHAN

i

l . , Pasal 31

(1) PCJabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan
Bupat1 ini tetap menduduk1 _]abatannya dan
melaksanakan tugasnya sampau dengan ditetapkannya .

_ pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(2) PeJabat pela.ksana yang ada saat berlakunya Peraturan
Bupau ini tetap. ‘menduduki : Jabatannya dan
meilaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya .
Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan yang

_ berlaku. L R

(3) PeJabat pelaksana sebagaimaha dimaksud  pada

' ayat (2) bertanggung jawab kepada pe_]abat administrasi

di ‘atasnya _

o |

| | BAB VI

: KETENTUAN LAIN-LAIN

| | _

\ Pasal 32

D1spermades dalam. melaksanakan urusan pemermtahan

dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi

bers1f§t koordmat_lf dan fungsional untuk menyinkronkan

pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. .

1 Pasal 33 ,

Ketentuan Jebih lanjut mengenai uraian ‘tugas setiap

Jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendm

\
| BAB VII
'KETENTUAN PENUTUP

| ' ,

" Pasal 34 B
Pada Tsaat Peraturan Bupati' ini mulai berlaku, Peraturan
Bupaﬁ Karanganyar Nomor 93 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta |
Tata Kerja Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa
(Ber1ta Daerah Kabupaten Karanganya.r Tahun 2016 Nomor
105), dlcabut dan dinyatakan tidak berlaku.

I
|
|
|




Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

|
diundangkan.

|

|

Agar l setiap orang 'mengetahuinya', memerintahkan
pengujndangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 31 Desember 2021

| BUPATI KARANGANYAR,
| | ttd
| | : JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
| p

pada tanggal 31 Desemt{jer 2021

I

|
|

r‘ , '
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd
SUTARNO

l

1
\ C
!

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 112

i
R

| Salinan sesuai dengan asliﬁya
SEKREEARIAT DAERAH
WKARANGANYAR




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI :
NOMOR 112 TAHUN 2021 - “
TENTANG ‘
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
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